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Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.250/Pdt.G/2024/PA.Ngr

PENETAPAN
Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Ngr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NEGARA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang

Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

MASNAH BINTI MASWANDI, tempat dan tanggal lahir Tuwed, 08 Mei

1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (jual

beli kayu), pendidikan SLTP, tempat kediaman di

Banjar Munduk Bayur, Tuwed, Melaya, Kabupaten

Jembrana, Bali, domisili elektronik dengan alamat

email: masnahhnegara123@gmail.com,

selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,
WAHIDIN BIN RIPAI alias M. RIFAI, tempat dan tanggal lahir Tuwed, 12

Februari 1977, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta (jual beli kayu), pendidikan SLTP,

tempat kediaman di Banjar Munduk Bayur, Tuwed,

Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali, selanjutnya

disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21

November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada

hari Kamis tanggal 21 November 2024 dengan register perkara Nomor

250/Pdt.G/2024/PA.Ngr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan

Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana,
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Provinsi Bali, pada tanggal 05 November 1994, sesuai Buku

Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: B-035/Kua.18.02.01/Pw.01/02/2024,

tertanggal 01 Februari 2024;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua

Tergugat diBanjar Munduk Bayur, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya,

Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan menjadi tempat tinggal terakhir;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya

suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1.AHMAD YUSRON TAMIMI, Laki-laki, lahir di Tuwed tanggal 25 Mei 1995

(umur 27 tahun);

3.2.AHMAD FIRMAN FAUZI, Laki-laki, lahir di Tuwed tanggal 25 mei 2001

(umur 23);

3.3.DINA MAULIDA YUSFORI, perempuan lahir di Tuwed,

Saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,

namun sejak beberapa bulan pasca menikah dan akhirnya tahun 2005 antara

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

disebabkan :

4.1.Tergugat memiliki hubungan khusus dengan adik kandung Penggugat

yang bernama YUHA;

4.2.Tergugat jika marah selalu melakukan KDRT kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi

pada tahun 2024 disebakan Penggugat sudah tidak bisa sabar dan tidak bisa

menerima tentang hubungan Tergugat dengan adik Penggugat yang bernama

YUHA dan Tergugat lebih memilih perempuan yang bernama YUHA, namun

antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah tetapi

Tergugat sering menginap dirumah perempuan yang bernama YUHA;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban

suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak

lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan

bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil
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karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah

tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang

sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu

pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena

perceraian;

9. Bahwa mengingat ada hak-hak perempuan pasca diceraikan maka jika terjadi

perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah

iddah sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan

mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibayarkan sebelum

Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhnya tuntutan Penggugat tentang nafkah

iddah dan mut'ah, Penggugat mohon Hakim memerintahkan Panitera

Pengadilan Agama Negara untuk menahan Akta Cerai sampai Tergugat

memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara kiranya berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum

yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (WAHIDIN BIN RIPAI alias M.
RIFAI ) terhadap Penggugat (MASNAH BINTI MASWANDI );
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3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.

3.000.000 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta

rupiah) ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk menahan Akta

Cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar nafkah yang tersebut dalam

angka 3 diatas;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsidair :
- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan sementara Tergugat tidak pernah hadir meski

telah dipanggil secara sah;

Bahwa sebelum pembacaan gugatan dilakukan, Penggugat menyatakan

telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim,

baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat,

dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat

selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon

penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses

pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi

dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara

persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan kedua belah pihak

yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun
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sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan

mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat

dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan

mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak

melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud

Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan (Pasal 271 Rv.);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut

maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah

proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini

harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah

dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini.

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Ngr selesai karena dicabut;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari

Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil

Akhir 1446 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal

berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1 November 2019,

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan
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oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Tikfi Jamal S.HI, sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Tikfi Jamal S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Proses : Rp 50.000,00

- Panggilan : Rp 32.000,00

- PNBP : Rp 10.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 142.000,00

(seratus empat puluh dua ribu rupiah).
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